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ABSTRACT

Bogor Regency is characterized by diverse patterns of regional development across its different areas. In the
western part of Bogor, the proportion of built-up land is the lowest, yet the poverty rate is the highest compared
to other parts of the regency. Conversely, Eastern Bogor has the largest share of built-up land and records the
lowest poverty rate. Based on this phenomenon, the present study aims to analyze the relationship between built-
up land and poverty levels, as well as to assess its implications within the framework of spatial justice. This
research employs a quantitative approach using Spearman’s correlation analysis and spatial analysis with
ArcGIS, drawing on secondary data from 40 districts in Bogor Regency in 2022. Compared to previous studies
on spatial justice, this study is among the first to explicitly examine the relationship between spatial justice and
social inequality in the context of differing regional growth characteristics, particularly between Western and
Eastern Bogor. The findings reveal a significant negative relationship between built-up land and poverty levels,
although the correlation strength is moderate. In addition, built-up land is found to be positively and significantly
correlated with total population and the availability of public facilities, while its relationship with population
density is not statistically significant. These results reinforce the importance of spatial justice, particularly
distributive and procedural justice in promoting more balanced development. The planned administrative division
of Bogor Regency must therefore consider the spatial justice dimension to avoid exacerbating existing disparities.
Accordingly, data-driven and participatory spatial planning is expected to serve as an instrument to foster more
equitable and inclusive development.
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ABSTRAK
Kabupaten Bogor merupakan daerah yang memiliki karakteristik perkembangan daerah yang berdagam tiap

segmen daerahnya. Terlihat bahwa daerah Bogor bagian barat memiliki jumlah lahan terbangun paling rendah
namun memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan daerah bagian lainnya. Kondisi ini terjadi pula pada
bagian Bogor Timur memiliki jumlah lahan terbangun terbanyak dengan tingkat kemiskinan terendah.
Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara luas lahan terbangun
dan tingkat kemiskinan, serta menilai implikasinya dalam kerangka keadilan spasial. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan analisis korelasi Spearman dan analisis spasial berbasis perangkat lunak ArcGIS,
penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor tahun 2022. Jika dibandingkan
studi keadilan spasial sebelumnya, penelitian ini merupakan salah satu studi yang secara eksplisit mengkaji
hubungan antara keadilan spasial dan ketimpangan sosial dalam konteks perbedaan karakteristik pertumbuhan
wilayah, khususnya antara Bogor Barat dan Bogor Timur. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan
negatif yang signifikan antara lahan terbangun dan tingkat kemiskinan, meskipun kekuatan korelasinya tergolong
sedang. Selain itu, lahan terbangun juga berkorelasi positif dan signifikan dengan jumlah penduduk dan
ketersediaan fasilitas publik, sementara hubungan dengan kepadatan penduduk tidak signifikan secara statistik.
Temuan ini mempertegas pentingnya prinsip keadilan spasial, khususnya keadilan distributif dan prosedural,
dalam upaya pemerataan pembangunan. Pemekaran wilayah Kabupaten Bogor yang direncanakan harus
mempertimbangkan dimensi keadilan spasial agar tidak memperparah ketimpangan yang telah ada. Dengan
demikian, tata ruang yang berbasis data dan partisipatif diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mendorong
pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

Kata kunci: keadilan spasial, lahan terbangun, pengentasan kemiskinan, ketimpangan wilayah, analisis SIG, Kabupaten
Bogor
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1. PENDAHULUAN

Kabupaten Bogor memiliki luas daerah terluas ke empat dengan kepadatan penduduk
tertinggi di Provinsi Jawa Barat, serta memiliki karakteristik perkembangan wilayah yang
beragam di setiap segmennya. Kabupaten Bogor memiliki tiga pembagian kawasan yaitu Bogor
Barat, Tengah, dan Timur. Setiap Kawasan memiliki karaktertistiknya masing-masing. Terlihat
bahwa Bogor Timur memiliki rata-rata lahan terbangun lebih banyak sebesar 3.573 Ha dan
lebih besar dibandingkan Bogor Tengah sebesar 2.228 Ha (BAPPEDALITBANG, 2022).
Kondisi ini menjadikan Bogor Timur memiliki jumlah lahan terbangun terbesar di Kabupaten
Bogor bahkan lebih besar dibandingkan daerah perkotaan Kabupaten Bogor. Hal ini dapat
dipengaruhi posisi Kabupaten Bogor bagian timur lebih dekat dengan arah perkotaan
JABODETABEK.

Tabel 1. Rata-Rata Luas Area Tebangun dan Keluarga Miskin di Wilayah Pengembangan
Kabupaten Bogor Tahun 2022

Wilayah Rata-Rata Luas Rata-Rata Kemiskinan per
Pengembangan Area Terbangun (Ha) Keluarga (KK)
Barat 1463 9456
Tengah 2228 8162
Timur 3573 5626

Sumber: BAPPEDALITBANG Kabupaten Bogor, 2024

Kondisi Kabupaten Bogor bagian barat memiliki rata-rata lahan terbangun paling rendah
diikuti dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak jika dibandingkan wilayah Kabupaten
Bogor lainnya. Namun jika dilihat pada bagian Kabupaten Bogor Tengah memiliki jumlah
masyarakat miskin tidak jauh beda dengan Kabupaten Bogor Barat namun memiliki perbedaan
jumlah lahan terbangun yang signifikan dengan bagian barat (tabel 1). Data awal ini (tabel 1)
mengindikasikan adanya fenomena menarik terkait kondisi kemiskinan dan kawasan
terbangun. Hal ini memunculkan hipotesis apakah pengambangan suatu kawasan akan
mempengaruhi tingkat kemiskinan penduduknya. Dalam fenomena ini menunjukkan adanya
keterkaitan antara jumlah lahan terbangun dengan tingkat kemiskinan yang perlu ditelaah lebih
lanjut.

Jika semakin banyaknya lahan terbangun dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, maka
hal ini dapat dilihat pendistribusian ruang yang timpang atau tidak merata maka akan
mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan konteks keadilan spasial,
kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk distribusi ruang yang timpang, di mana akses
terhadap ruang yang layak, infrastruktur, dan peluang ekonomi tidak tersebar merata antar

wilayah(Qiao & Yeh, 2023). Keadilan spasial adalah konsep yang membahas bagaimana
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sumber daya, peluang, dan akses terhadap ruang didistribusikan secara adil dalam suatu wilayah
(Mat Dong et al., 2022; Suleimany, 2023). Beberapa literatur menunjukkan bahwa ruang fisik
memiliki dimensi sosial, sehingga distribusi dan akses terhadap ruang menjadi isu inklusi dan
eksklusi sosial (Bai et al., 2024; LUO & LUO, 2025; Yuliandhari et al., 2016). Pada teori
kontrak sosial menekankan bahwa masyarakat dianggap adil jika semua orang diperlakukan
setara, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, bukan
berarti hasil harus sama untuk semua orang (Bavnbzk & Thuesen, 2025). Ketidakadilan
muncul ketika ada kesenjangan kesempatan karena kondisi sosial atau geografis (Dargahi &
Shamloo, 2023a; Moroni & De Franco, 2024a; Qiao & Yeh, 2023).

Indikator keadilan spasial mencakup beberapa aspek penting. Pertama, keadilan prosedural
menegaskan bahwa setiap orang harus memiliki hak dan kesempatan awal yang sama tanpa
diskriminasi atau monopoli(Dargahi & Shamloo, 2023; Moroni & De Franco, 2024). Kedua,
keadilan hasil tidak berarti semua orang mendapatkan bagian yang sama, tetapi mereka
mendapatkan sesuai dengan usaha dan kemampuan mereka(Tiznado-Aitken et al., 2024). Selain
itu, keadilan distributif berfokus pada pemerataan distribusi barang dan akses terhadap layanan
dalam suatu wilayah, seperti lokasi sekolah, rumah sakit, dan taman kota yang memengaruhi
hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan rekreasi (Zhu & Guo,
2022). Ketimpangan dalam akses tersebut, yang tercermin dari perbedaan tingkat kesejahteraan
dan ketersediaan fasilitas antarwilayah, menjadi indikator utama dari ketidakadilan spasial
(Mark et al., 2025; Ost & Saleh, 2022; Syafriny et al., 2018).

Dampak dari tidak diterapkannya keadilan spasial sangat signifikan. Ketimpangan antar
desa atau wilayah yang disebabkan oleh bias pasar dan perencanaan dapat menciptakan
ketidaksetaraan awal yang menghambat integrasi sosial dan ekonomi (Tambajong et al., 2019).
Akses yang tidak setara terhadap fasilitas publik, monopoli kepemilikan tanah dan properti oleh
kelompok tertentu, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan wilayah dapat
memperparah kesenjangan sosial (Zhu & Guo, 2022). Jika keadilan spasial tidak
diimplementasikan, hal ini dapat mengarah pada segregasi ruang, membatasi mobilitas dan
kesempatan bagi kelompok rentan, serta meningkatkan angka kemiskinan(Barbosa et al., 2024;
Dargahi & Shamloo, 2023b; Sitio et al., 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya korelasi antara jumlah lahan
terbangun dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor, dengan mengaitkannya pada teori
keadilan spasial. Penelitian ini memiliki rumusan masalah apakah terdapat hubungan antara

lahan terbangun dengan angka kemiskinan. Hal ini berdasarkan fenomena pembangunan
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Kabupaten Bogor Barat yang lebih rendah dibandingkan bagian wilayah lainnya namun
memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Keterbaruan penelitian ini terletak pada belum
banyaknya penelitian sebelumnya yang membahas secara eksplisit keterkaitan antara keadilan
spasial dengan ketimpangan sosial dalam konteks perbedaan karakteristik pertumbuhan

wilayah, khususnya antara Bogor Barat dan Bogor Timur.

2. METODOLOGI
A. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber relevan,
beberapa data tersebut diantaranya Jumlah Lahan Terbangun, Jumlah Penduduk, Kepadatan
Penduduk, Fasilitas Publik, Tingkat Kemiskinan. Data-data tersebut merupakan data sekunder
yang didapat dari dokumen-dokumen Kajian Perencanaan BAPELITBANGDA Kabupaten
Bogor dan dokumen dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan berada pada periode 2022.
Unit analisis data pada skala kecamatan, dengan sampel seluruh kecamatan yang ada di
Kabupaten Bogor berjumlah 40 kecamatan. Untuk lebih jelasnya oprasional variabel dapat
dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Oprasional Variabel

Variabel Peran O[gig:ils:lal SaStE:;;& Sumber Data (contoh) Teknik/Alat
Luas area
Ifercl:);rrrll%lltl;np ada Peta tutupan/penggunaan Delineasi &
Lahan Dependen | (permukiman Hektar; lahan overlay di
Terbangun p kI:) mersial ’ persen (Pemkab/Bappeda/BIG), ArcGIS;
industri f;sili tas) interpretasi citra 2022 hitung area
tahun 2022
Kondisi
Eji‘g:fgzna Persen BPS (publikasi kemiskinan, | Tabulasi; uji
Kemiskinan | Independen ckonomi };1 da rasio ’ Kab. Bogor), DTKS/DSKS | korelasi
tingkat kéz:ama - (jika diperlukan), Bappeda | Spearman
tahun 2022
Banyaknya .
. BPS (Kabupaten Bogor Perhitungan;
2. s
Bepadatah | 1o gependen | PenAuduk per | ARG g1 Angka 2023 untuk | Kasifikasi
kecamatan data 2022), Disdukcapil kuantil
Jumlah Total penduduk Perhitungan;
Penduduk Independen | per kecamatan Jiwa; rasio | BPS/Disdukcapil bisa log-
endu tahun 2022 transform
ﬁefrf:fldéizgr & Jumlah; Agregasi;
Fasilitas Independen ek};nomi an indeks; per | Dinas teknis/BPS (Podes), normalisasi;
Perkotaan P i yang 1.000 Bappeda peta kepadatan
berorientasi :
penduduk di ArcGIS
perkotaan

Sumber: Analisis Penulis, 2025
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B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan statistik deskriptif untuk
mengidentifikasi dan menganalisis korelasi antara jumlah lahan terbangun dan tingkat
kemiskinan, serta implikasinya terhadap keadilan spasial di Kabupaten Bogor. Selain itu
penelitian ini juga menggunakan analisis spasial untuk mendukung hasil analisis yang telah
didapatkan. Untuk mendapatkan hasil analisis spasial yang akurat dan komprehensif penelitian
ini menggunakan software ArcGis dalam pengolahan data spasialnya. ArcGIS digunakan untuk
memetakan sebaran variabel, melakukan analisis hubungan spasial antara luas lahan terbangun
dan indikator sosial seperti tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, serta ketersediaan
fasilitas. Dengan bantuan fitur-fitur seperti Spatial Analyst dan Geostatistical Tools, proses
visualisasi dan interpretasi data menjadi lebih efektif dan mendalam, sehingga mendukung

pengambilan kesimpulan yang berbasis bukti spasial.

) ——
Analisis lahan terbangun ANALISIS DESKRIPTIF &
_D dan kemiskinan antara — ANALISIS SPASIAL
Bogor Barat dan Timur
— @@
/ﬁ
KERANGKA Analisis korelasi lahan
PENELITIAN O terbangun dan kemiskinan [T
Analisis keadilan spasial di ANALISIS DESKRIPTIF
O Kabupaten Bogor O

Gambar 1. Kerangka Analisis Penelitian

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Analisis pada penelitian ini diawali dengan analisis kuantitaif deskriptif dengan tujuan
untuk melihat identifikasi awal kondisi persebaran lahan terbangun dan tingkat kemiskinan
yang ada di Kabupaten Bogor (Gambar 1). Setelah hasil analisis menggunakan metode statistik
deskriptif selesai, maka dilakukan pula analisis spasial pada data-data tersebut hal ini bertujuan
untuk mendukung dan sebagai validasai pada hasil analisis yang telah didapatkan diawal. Selain
itu analisis spasial dimaksud untuk melihat persebaran data dari sisi spasial di seluruh
kecamatan Kabupaten Bogor.

Langkah selanjutnya ialah melakukan analisis korelasi pada variabel lahan terbangun
dengan tingkat kemiskina, jumlah fasilitas, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Pada

tahap ini sebelum dilakukan analisis korelasi maka dilakukan uji normalitas untuk menentukan
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metode korelasi apa yang digunakan. Uji normalitas yang akan digunakan pada penelitian ini
menggunakan Shapiro-wilk dengan software SPSS karena jumlah data yang ada kurang dari 50
data.
N2
W Ciiaix(©)

O xi— x)

Keterangan:

W : statistik Shapiro-Wilk

xi :urutan data dari yang terkecil ke terbesar (ordered sample)

X~ rata-rata dari seluruh data sampel

ai : koefisien yang diperoleh dari nilai ekspektasi dan kovarians urutan statistik pada
distribusi normal (tersedia dalam tabel atau dihitung melalui software)

n :jumlah data sampel

Interpretasi Nilai W:
W mendekati 1 = terdistribusi normal

Semakin kecil nilai W = semakin jauh dari terdistribusi normal

Setelah mendapatkan hasil uji normalitas pada 40 data yang digunakan, hasil menunjukkan
angka signifikasni Shapiro wilk kurang dari 0,05 hal ini mendakan bahwa semua data
terdistribusi tidak normal. Hal ini membuat langkah selanjutnya menggunakan analisis korelasi
uji Spearman Rank Correlation untuk mengetahui korelasi pada masing-masing variabel

menggunakan software SPSS, berikut adalah rumus yang digunakan dalam perhitungan statistik

tersebut.
6 Ydi?

SRTCIE)
Keterangan:
p = koefisien korelasi peringkat Spearman
Di = selisih antara peringkat (rangking) dari dua variabel untuk obsevasi ke-1 2 di — R(Xi)
—R(Y1)
Ydi? =jumlah kuadrat selisih peringkat
n = jumlah total pasangan data (observasi)
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Dengan ketentuan hasil sebagai berikut:

p = +1 korelasi positif sempurna
p = -1 korelasi negatif sempurna
p = 0 tidak ada korelasi

Setelah mendapatkan hasil analisis korelasi, tahapan selanjutnya adalah
menghubungkan hasil korelasi dengan kerangka teori keadilan spasial. Pada tahapan ini
menggunakan metode deskriptif dilengkapi dengan analisis spasial untuk
memvisualisasikan dan mengidentifikasi pola geografis fenomena yang diteliti. Visualisasi
ini dilakukan melalui pemetaan tematik menggunakan ArcGIS, yang menggambarkan
distribusi lahan terbangun, tingkat kemiskinan, serta akses terhadap layanan publik seperti
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hasil pemetaan tersebut kemudian ditafsirkan
dalam konteks keadilan spasial, guna menilai sejauh mana pembangunan ruang mendukung
pemerataan kesejahteraan dan akses terhadap sumber daya. Dengan pendekatan ini, analisis
tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi spasial dan sosial

yang saling terkait dalam proses pembangunan wilayah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis lahan terbangun dan kemiskinan Wilayah Pengembangan Kabupaten Bogor

Luas Kabupaten Bogor sebesar 2.966,8 km* menjadikan kabupaten dengan luas terbesar ke
4 di Jawa barat. Luasnya daerah tersebut, serta tingginya dinamika sosial ekonomi yang terjadi
akibat lokasi yang berdekatan dengan Kawasan Jabodetabek membuat daerah ini memiliki
rencana melakukan pemekaran daerahnya (BAPPEDALITBANG, 2022). Pemekaran
Kabupaten Bogor direncanakan akan terbagi menjadi tiga yaitu, Kabupaten Bogor Barat,
Kabupaten Bogor Tengah, dan Kabupaten Bogor Timur. Latar belakang pemekaran tersebut
dikarenakan luas Kabupaten Bogor yang cukup besar sehingga hal ini dinilai sebagai salah satu
solusi mengoptimalkan Pembangunan tiap daerahnya.

Tabel 3. Luas Lahan Terbangun di Kabupaten Bogor

Wilayah Luas Admin (Ha) Luas Terbangun (Ha) Persen
Barat 131839,7 20481,6 16%
Tengah 89656,6 42333,7 47%
Timur 77671,0 25014,3 32%

Sumber: BAPPEDALITBANG Kabupaten Bogor, 2024
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Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bogor

Wilayah | Jumlah penduduk (Jiwa) Kem‘SkaI‘(fI’f)r Keluarga | poroen
Barat 8067411 529560 7%
Tengah 10840517 620304 6%
Timur 6016322,0 157532,0 3%

Sumber: BAPPEDALITBANG Kabupaten Bogor, 2024
Pada Tabel 3 dan Tabel 4 disajikan data terkait luas lahan terbangun dan penduduk

miskin di Kabupaten Bogor. Jika dilihat persentase luas paling kecil ada pada pengambangan
di arah Barat. Sedangkan jika dilihat dari data penduduk miskin yang menempati posis paling
besar penduduk miskinnya adalah wilayah barat. Kondisi ini dapat diasumsikan bahwa dengan
terjadinya peningkatan luas lahan terbangun merupakan tanda suatu daerah dapat lebih
Sejahtera karena tingkat kemiskinannya yg rendah. Namun hal ini perlu dikaji lebih lanjut
dengan memasukkan beberapa data pendukung seperti jumlah fasilitas dan besar pendapatan.
Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh (Dargahi & Shamloo, 2023;
Mark et al., 2025; Ost & Saleh, 2022) menjelaskan bahwa pesatnya pertumbuhan daerah
terbangun maka memicu munculnya penyakit perkotaan yaitu kemiskinan. Hal ini dikarenakan
pada ambang batas tertentu luas terbangun suatu daerah (kategori padat) meningkatkan jumlah
masyarakat miskin perkotaan (Dargahi & Shamloo, 2023; Syafriny et al., 2018). Oleh karena
itu diperlukan analisis lanjutan dengan menambahkan beberapa data untung mendukung kedua

statement tersebut.

Gambar 2. Citra Kabupaten Bogor
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025
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Jika dilihat pada Gambar 2, bagian Tengah lebih padat akan bangunan jika dibandingkan
Timur dan Barat, hal ini terlihat bahwa pada data statistik menunjukkan daerah Tengah memiliki
luas lahan terbangun yang lebih banyak. Namun jika dikaitkan dengan jumlah penduduk
miskinnya menunjukkan angka nilai yang tidak jauh berbeda pada bagian barat yang justru
memiliki luas lahan terbangun paling sedikit jika dibandingkan daerah bagian lainnya.

Adanya fenomena ini dapat menjadi bias karena antara daerah yang memiliki luas lahan
yang paling banyak dan yang paling sedikit namun tingkat kemiskinannya sama. Oleh karena
itu hal ini akan dianalisis lebih lanjut dengan analisis statistik terkait ada tidaknya hubungan
antara variabel lahan terbangun dengan kemiskinan. Pada tahapan analisis lebih lanjut akan
memasukkan beberapa variabel pendukung lainnya yang disesuaikan dengan hasil telaah
literatur yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya.

B. Analisis korelasi lahan terbangun dan kemiskinan

Setelah analisis sebelumnya menjelaskan terkait gambaran data statistik kemudian
dihubungkan dengan kondisi nyata yang ada dilapangan, maka analisis ini akan menguji data-
data tersebut secara statistik. Selain variabel yang digunakan pada analisis sebelumnya, pada
analisis ini akan menambahkan beberapa variabel lain dari hasil telaah kajian literatur, yaitu
kepadatan penduduk, jumlah penduduk, dan fasilitas. Data-data yang digunakan merupakan
data per kecamatan dalam satu Kabupaten Bogor.

Tahapan ini akan melihat korelasi antar variabel terikat yaitu lahan terbangun dengan
beberapa variabel bebeasnya yaitu kemiskinan, kepadatan penduduk, jumlah penduduk, dan
fasilitas. Jenis fasilitas yang digunakan merupakan fasilitas perekonomian berupa pasar, sarana
Kesehatan, dan jumlah terminal. Data-data tersebut dianalisis dengan metode uji korelasi
spearman dan menghasilkan seperti pada Tabel 5.

Analisis statistik yang digunakan adalah analisis Korelasi Spearman. Analisis statistik ini
dipilih karena data-data yang digunakan tidak terdistribusi secara normal dan merupakan data
ordinal. Uji normalitas yang digunakan adalah Shapiro-Wilk karena jumlah data yang ada
kurang dari 50 data.

Tabel 5. Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Kolmogorov-Smirnov* Shapiro-Wilk

Statistic | df Sig. Statistic | df Sig.
lahan_terbangun 143 40 .039 919 40 .007
Kemiskinan 133 40 .070 .960 40 .017
kepadatan penduduk |.262 40 .000 .805 40 .000
Jumlah penduduk 187 40 .001 875 40 .000
fasilitas .094 40 200" .959 40 015

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025
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Dari tes normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk tabel 5 dengan perhitungan memalui

software spss menunjukkan bahwa semua data memiliki nilai signifikasinsi dibawah 0,05 hal

ini menandakan bahwa data yang ada tidak terdistribusi secara normal sehingga menggunakan

uji korelasi spearman untuk mengetahui hubungan korelasinya.

Tabel 6. Hasil SPSS Uji Korelasi Spearman

Kemiskinan Lahan Kepadatan Jumlah fasilitas
terbangun penduduk penduduk
lahan_ | Correlation | -.325" 1.000 213 406™ 390"
terbang | Coefficient
un Sig. (2-1.041 187 .009 .013
tailed)
N 40 40 40 40 40
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025
Tabel 7. Hasil Analisis Uji Korelasi Spearman
o Lahan Kepadatan | Jumlah -
Kemiskinan Terbangun | Penduduk Penduduk Fasilitas
Korelasi lemah, korelasi Korelasi sedang, | korelasi lemah,
arah  hubungan lemah, arah | arah hubungan | arah hubungan
. berbanding hubungan berbanding lurus | berbanding lurus
Koefisien terbalik i berbanding
Korelasi lurus
Luas
Lahan
Tebangun . . . .
korelasi korelasi korelasi korelasi
Korelasi signifikan secara tidak signifikan secara | signifikan secara
secara statistik - signifikan statistik statistik
statistik secara
statistik
Kesimpulan Terdapat korelasi Terdapat Terdapat Terdapat
negatif yang korelasi korelasi positif | korelasi positif
signifikan antara positif, yang signifikan | yang signifikan
lahan terbangun tetapi tidak | antara lahan | antara lahan
dan kemiskinan. signifikan terbangun  dan | terbangun dan
Ini berarti, secara secara jumlah fasilitas. Ini
statistik, ada statistik, penduduk.  Ini | berarti, ada
kecenderungan antara lahan | berarti, ada | kecenderungan
ketika lahan | - terbangun kecenderungan ketika lahan
terbangun dan ketika lahan | terbangun
meningkat, kepadatan terbangun meningkat,
tingkat penduduk. meningkat, jumlah fasilitas
kemiskinan jumlah juga meningkat.
menurun, penduduk juga
walaupun meningkat.
kekuatannya
sedang.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 6 dan 7 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait hubungan

antar variabel penelitian, yaitu hubungan yang terjadi antara Lahan tebangun dan kemiskinan

menunjukkan adanya korelasi dan signifikan namun hubungan yang terjadi adalah hubungan
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negatif. Hal ini berarti secara statistik adanya peningkatan lahan terbangun berkaitan dengan
penurunan tingkat kemiskinan.

Hubungan yang terjadi antara Lahan terbang, Jumlah Penduduk, dan Fasilitas saling
berkorelasi dan bersignifikan, serta memiliki hubungan yang positif. Hal ini berarti semakin
meningkatnya luasan lahan terbangun maka cenderung semakin besar jumlah penduduknya dan
fasilitas yang tersedia. Sedangkan hubungan yang terjadi antara lahan terbangun dan kepadatan
penduduk, pada data kepadatan penduduk didapatkan dari perhitungan rasio antara jumlah
penduduk dan luas lahan. Dari hasil uji korelasi didapatkan hasil hubungan antara luas lahan
terbangun dan kepadatan tidak cukup signifikan artinya hubungan ini dinilai tidak cukup kuat
untuk dianggap sebagai hubungan yang nyata. Artinya hubungan ini bisa saja terjadi karena
faktor kebetulan. Sedangkan arah hubungan yang terjadi adalah positif yang berarti semakin
luas lahan terbangun maka kepadatan penduduk akan cenderung bertambah.

Berdasarkan hasil analisis korelasi tersebut didapatkan fakta bahwa antara kepadatan
penduduk dan lahan terbangun dinilai tidak cukup signifikan. Hal ini dapat dikarenakan lahan
terbangun tidak hanya berupa permukiman padat saja. Namun termasuk pula area industri,
komersial, infrastruktur dan fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu peningkatan lahan
terbangun tidak selalu berarti peningkatan kepadatan penduduk. Hal ini dapat dicontohkan
misalnya terjadi pembangunan industri besar-besaran schingga luas lahan terbangun
meningkat, sebagaimana juga disampaikan oleh (Dargahi & Shamloo, 2023; Zhu & Guo, 2022).
Namun hal ini tidak serta merta meningkatkan jumlah kepadatan penduduk secara langsung,
terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

Jika dikaitkan antara variabel luas lahan terbangun dengan kemiskinan, hubungan yang
terbentuk cukup signifikan yang berarti hubungan yang diamati tidak mungkin terjadi secara
kebetulan. Adanya hasil negatif menunjukkan adanya kecenderungan hubungan yang terbalik
atau dapat diartikan jika lahan terbangun meningkat maka kemiskinan dapat menurun. Nilai
koefisien korelasi yang tidak terlalu tinggi dan masuk dalam ketegori sedang menandakan
bahwa perubahan pada variabel lahan terbangun tidak secara drastic mempengaruhi perubahan
tingkat kemiskinan. Hal ini dimungkinkan terdapat faktor-faktor lain yang berperan pada
peningkatan kemiskinan.

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa
hasil penelitian ini jika dianalisis secara statistik memberikan indikasi bahwa pengembangan
lahan terbangun mungkin dapat berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Namun korelasi

yang terjadi bukan berarti hubungan sebab akibat. Hal ini berarti tidak dapat disimpulkan bahwa
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peningkatan lahan terbangun tidak serta merta menyebabkan penurunan kemiskinan. Namun

terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut.

C. Analisis keadilan spasial di Kabupaten Bogor

Dalam kerangka teori keadilan spasial, keadilan tidak hanya dipahami sebagai distribusi
ruang secara merata, tetapi juga sebagai akses yang setara terhadap sumber daya, pelayanan
publik, dan peluang ekonomi bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang lokasi geografisnya.
Salah satu prinsip utamanya adalah bahwa pembangunan ruang (lahan terbangun) seharusnya
mendukung peningkatan kesejahteraan dan inklusi sosial, bukan memperkuat ketimpangan atau
eksklusi.

Indikator keadilan spasial mencakup beberapa aspek penting. Pertama, keadilan prosedural
menegaskan bahwa setiap orang harus memiliki hak dan kesempatan awal yang sama tanpa
diskriminasi atau monopoli. Kedua, keadilan hasil tidak berarti semua orang mendapatkan
bagian yang sama, tetapi mereka mendapatkan sesuai dengan usaha dan kemampuan mereka.
Selain itu, keadilan distributif berfokus pada pemerataan distribusi barang dan akses terhadap
layanan dalam suatu wilayah, seperti lokasi sekolah, rumah sakit, dan taman kota yang
memengaruhi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan rekreasi
(Zhu & Guo, 2022).

Jika dilihat dari hasil analisis uji korelasi antara variabel lahan terbangun dan kemiskinan
memiliki arti bahwa meskipun memiliki korelasi yang lemah namun hubungan keduanya cukup
signifikan dan bersifat terbalik. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatkan
pembangunan yang ditunjukkan dengan jumlah lahan terbangun yang semakin banyak maka,
dapat menurunkan kemiskinan. Sejalan dengan teori keadilan spasial, dimana distribusi barang
dan akses terhadap layanan dalam suatu wilayah harus seadil mungkin, maka hal ini dapat
mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakatnya.

Keadilan sosial merupakan suatu konsep yang mengacu pada bagaimana sumber daya,
peluang, dan akses terhadap suatu ruang dapat tersebara secara adil. Jika rencana pemekaran
Kabupaten Bogor terwujud maka hal yang peling penting adalah bagaimana mendistribusikan
sumber daya dan fasilitas terdistribusi secara adil. Adanya sifat “ruang yang adil” ini dapat
menjadi salah satu solusi dalam mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan
masyarakatnya. Kondisi ini dapat terwujud dengan pentaan ruang yang tepat sasaran, adil, dan

tereksekusi dengan baik.
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Keadilan Spasial

Keadilan Prosedural Keadilan Distributif Keadilan Hasil

emerataan distribusi barang dan jasa
Teori keadilan spasial (p J jasa)

Analisis Korelasi T
Konteks : Kabupaten Bogor

\Z

> lahan terbangun

2. kemiskinan Y penduduk dan fasilitas
) )

Peningkatan lahan terbangun akan Peningkatan lahan terbangun mendorong
memepengaruhi penurunan tingkat peningkatan jumlah penduduk dan fasilitas
kemiskinan

Jika pemekaran daerah dilakukan, hasil analisis ini perlu
diperhatikan agar tidak terjadi kesenjangan/ ketimpangan
pada daerah yang baru

Gambar 3. Hubungan Teori Keadilan Spasial dan Hasil Analisis Korelasi
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Penataan ruang yang mempertimbangkan prinsip keadilan spasial tidak hanya
memperhatikan aspek fisik pembangunan, tetapi juga dimensi sosial-ekonomi masyarakat
yang terdampak. Dalam konteks rencana pemekaran Kabupaten Bogor, pendekatan ini
menjadi sangat krusial untuk menghindari terjadinya ketimpangan baru antarwilayah hasil
pemekaran. Oleh karena itu, proses perencanaan harus berbasis data yang komprehensif
dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat guna menjamin bahwa
setiap warga, tanpa memandang lokasi geografisnya, mendapatkan hak yang setara atas
ruang, layanan publik, dan peluang pembangunan. Dengan demikian, pemekaran wilayah
tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk

mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa luas lahan terbangun memiliki hubungan

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Meskipun kekuatan korelasinya tidak terlalu kuat, arah

hubungan yang negatif menunjukkan kecenderungan bahwa peningkatan pembangunan ruang
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berkaitan dengan menurunnya angka kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa
pembangunan yang tepat sasaran dapat mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat
apabila disertai dengan distribusi sumber daya yang merata.

Selain itu, luasan lahan terbangun juga memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap
jumlah penduduk serta ketersediaan fasilitas. Artinya, wilayah dengan intensitas pembangunan
ruang yang tinggi cenderung menarik lebih banyak penduduk dan memperoleh akses layanan
publik yang lebih baik. Sebaliknya, hubungan antara lahan terbangun dan kepadatan penduduk
tidak menunjukkan kekuatan korelasi yang berarti secara statistik, sehingga masih perlu dikaji
lebih lanjut.

Dalam konteks rencana pemekaran Kabupaten Bogor, hasil ini memperkuat urgensi
penerapan prinsip keadilan spasial dalam penataan ruang wilayah. Proses perencanaan perlu
mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan geografis secara menyeluruh, serta
melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, pemekaran tidak hanya menjadi
agenda administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong pemerataan pembangunan
dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Studi ini berkontribusi terhadap literatur dengan mengintegrasikan teori keadilan spasial
dengan data empiris penggunaan lahan dan kemiskinan pada tingkat kabupaten. Rekomendasi
kebijakan yang diajukan adalah agar perencanaan wilayah di masa depan memprioritaskan

pemerataan distribusi fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Bogor.
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